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ABSTRAK 

Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam menjalankan pemerintahan karena 

memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara. Perusahaan seringkali melakukan 

tindakan-tindakan untuk menurunkan beban pajaknya. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah 

dengan penghindaran pajak. Penelitian ini menguji pengaruh corporate governance dan koneksi 

politik terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang akan diamati adalah perusahaan kontruksi 

bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2018. Perusahaan yang digunakan 

untuk sampel setelah dikurangi beberapa kriteria sebanyak 13 amatan. Analisis data menggunakan 

regresi linier berganda. Variabel penghindaran pajak diproksikan dengan ETR. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Corporate Governance dan koneksi politik berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Corporate Governance berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Koneksi 

politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  

Kata Kunci: Penghindaran pajak, Corporate Governance, Manajemen pajak, Effective tax rate, 

Agency Theory, Agency Problem  

 

PENDAHULUAN 

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk 

kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dari perspektif pemerintah, pajak merupakan 

sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. 

Penerimaan tersebut digunakan untuk pembangunan insfrastruktur, biaya Pendidikan, biaya 

kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas 

publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak 

fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak 

pembangunan sebuah negara.  

mailto:elanherlanda@gmail.com


Sedangkan dari perspektif perusahaan, pajak merupakan sebuah beban yang dapat 

mengurangi laba. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusahan melakukan 

manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan sediki sehingga perusahaan dapat mengambil 

keuntungan yang maksimal.  

 

 

 

Berdasarkan hasil data tersebut menunjukan bahwa Realisasi penerimaan pajak dari tahun 

2014 hingga tahun 2018 tidak adanya yang mencapai target penerimaan pajak. Pada tahun 2018 

penerimaan pajak mencapai Rp 1.151,1 trilliun atau hanya 92,41% dari target APBN Rp 1.424 

trilliun (center for Indonesia taxation analysis). Banyak berbagai faktor sehingga tidak tercapainya 

target realisasi penerimaan perpajakan. Salah satunya adanya tindakan pengelolaan beban pajak 

yang dilakukan oleh suatu entitas dalam rangka untuk memaksimalkan laba dengan cara 

melakukan Manajemen pajak. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan cara Penghindaran pajak 

(tax avoidance) yaitu dimana suatu entitas melakukan pengurangan pajak secara legal dengan cara 

memanfaatkan celah celah atau kelemahan dari undang undang perpajakan yang berlaku. Tindakan 

penghindaran pajak (Tax avoidance) tegolong unik dan serta rumit, dikarenakan tindakan ini tidak 

ada aturan atau hukum yang mengatur tentang penghindaran pajak (Tax avoidance) dan bahkan 

tidak dilarang namun tindakan ini tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012) 

. Sehingga dengan tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu faktor dalam turunnya 

penerimaan negara dan memerlukan perhatian khusus. 

Selain itu ada juga dengan melakukan penggelapan pajak (Tax evasion). Berbeda halnya 

dengan pengurangan pajak. Penggelapan pajak merupakan tindakan yang illegal yang dilakukan 

oleh suatu entitas bisnis tetapi dengan cara yang kotor dengan kata lain melanggar undang undang 

perpajakan yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak (Tax avoidance) terbilang unik Pemerintah 

selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki system dan undang 
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undang peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya seperti membuat program sensus pajak 

nasional yang dimana melakukan kegiatan pendataan wajib pajak dalam rangka memperluas basis 

pajak dengan mendatangi para subjek pajak baik orang pribadi maupun badan usaha diseluruh 

Indonesia yang dilakukan oleh direktorat jendral pajak. 

Koneksi politik sering terjadi pada negara negara berkembang dengan perlindungan hak 

kepemilikan monoritas yang lemah salah satunya Indonesia (Fisman, 2001). Pada satu sisi, koneksi 

politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak yang dengan menggunakan 

kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah dalam hal 

perpajakan (Zhang. et. al, 2012). Koneksi politik  juga dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan 

mengurangi pemeriksaan pajak (Li. et. al, 2012). namun pada sisi lain koneksi politik juga bisa 

menjadi hal positif bagi penerimaan pajak (Zhang. et. al, 2012). perusahaan BUMN membayar 

pajak yang besar dapat menguatkan citra para direksi maupun komisaris. Dengan citra tersebut 

para direksi maupun komisaris bisa jadi bahan pertimbangan untuk tetap dipertahankan menjadi 

direksi maupun komisaris.  

Di negara Indonesia, koneksi politik sudah menjadi hal yang umum dilakukan dengan 

memberikan jatah jabatan kepada orang yang dekat dengan pemerintah. Peristiwa ini sering terjadi 

pada perusahaan BUMN. Pengisian jabatan dewan direksi ini sudah muncul pada era kepresidenan 

Susilo Bambang yudhoyono dan terjadi sampai saat ini pada era kepresidenan jokowi Widodo 

(Bayu Agung Pranoto dan Ari Kuncoro Widagdo, 2014). Hal ini menunjukan bahwa pengisian 

direksi maupun komisaris merupakan hal yang umum terjadi dalam struktur organisasi perusahaan 

BUMN di indonesia. Tetapi dengan kata lain pengsisian jabatan direksi maupun komisaris 

pemerintah juga memperhatikan keahlian dan kompetensi dari para calon direksi maupun 

komisaris. Dengan hal ini pemerintah berharap dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh 

para direksi maupun komisaris dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak dengan 

membayar pajak sesuai dengan ketentuan.  

Aktivitas tindakan penghindaran pajak bisa dicegah dengan adanya tata kelola yang baik 

bagi suatu entitas baik dari entitas BUMN ataupun swasta. Penerapan tata kelola perusahaan dapat 

mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam kewajiban pembayaran pajak(Santoso dan Muid, 

2014). Jika suatu perusahaan menerapkan tata kelola yang baik maka kemungkinan patuh terhadap 

kewajiban pajak semakin tinggi (Sartori, 2010). Penerapan atas prinsip Tata Kelola perusahaan 

yang baik (Good Corporate Governance) dibutuhkan dalam rangka mendukung pertumbuhan 

perusahaan yang sehat khususnya. Corporate Governance di Indonesia muncul akibat adanya 

krisis ekonomi pada tahun 1998 yang mengakibatkan gejolak ekonomi dan banyak perusahaan-

perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Maka dari itu Corporate Governance menjadi 

perhatian khusus baik bagi pemerintah maupun para shareholder. 

Corporate Governance tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. 

Good Governance telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. 

Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas atau handal dan pengambilan kebijakan-

kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah maupun entitas swasta. Perusahaan 

dengan pengelolaan yang baik akan selalu memprioritaskan kebijakan perusahaan demi 

keberlangsungan perusahaan (Going Concern). 

Teori Agensi (Agency Theory) merupakan dasar teori yang digunakan untuk memahami 

Corporate Governance. Teori ini berisi dimana satu atau lebih (Principal) menunjuk seorang 



lainnya (agen atau manajer) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik (Jensen dan 

Meckling, 1976). Pemegang saham sebagai principal mengeluarkan biaya agensi untuk sebagai 

pengawasan pada setiap tindakan manajemen yang diambil (Agent). Kedua belah pihak memiliki 

kepentingan yang berbeda dan agen memiliki informasi lebih banyak, maka pemilik (Principal) 

tidak bisa secara langsung memastikan bahwa agennya selalu bertindak dalam kepentingan yang 

terbaik bagi pemilik.Permasalah ini sering terjadi dan disebut sebagai masalah agensi (Agency 

Problem). Masalah keagenan terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan 

kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005).  

Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer 

cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimumkan perusahaan. 

Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (Agency Cost). Biaya keagenan ini bisa 

saja kecil atau besar tergantung pada perusahaan apakah telah menerapkan Corporate Governance 

secara baik atau bahkan sebaliknya. Jika suatu perusahaan memiliki Corporate Governance yang 

lemah maka biaya agensi yang dikeluarkan juga akan besar. Biaya ini dapat dikurangi dengan 

meningkatkan pengawasan oleh pemegang saham institusional sehingga nantinya dapat 

memberikan pengawasan yang lebih baik kepada manajemen. Hampir mustahil bagi perusahaan 

untuk memiliki Zero-Agency Cost dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan 

yang optimal pandangan shareholders karena adanya kepentingan yang besar di antara mereka. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Corporate Governance dan Koneksi 

Politik mempengaruhi Tax avoidance di perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2016-

2018. Penelitian yang mendasari ini adalah penilitian (Laila Marfu’ah, 2015) yang menggunakan 

5 variabel independent yaitu return on asset (ROA), leverage, ukuran perusahaan, kompensasi rugi 

fiskal dan koneksi politik mempengaruhi tax avoidance. Sedangkan dalam penelitian ini hanya 

membahas dua variable yaitu Corporate Governance dan Koneksi Politik sehingga dengan adanya 

penelitian ini dapat memperkaya informasi dari penelitian terdahulu. 

Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “ PENGARUH KONEKSI POLITIK, CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX 

AVOIDANCE (Perusahaan Kontruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018) 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Tax Avoidance 

Tax Avoidance adalah pengaturan untuk meminimumkan atau bahkan menghilangkan beban 

pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax Avoidance bukan 

pelanggaran undang – undang perpajakan melainkan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, 

menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara mencari 

kelemahan dari Undang – Undang perpajakan.(Kurniasih & Sari, 2013). Upaya tersebut disebut 

dilakukan dengan perencanaan pajak (tax planning). Menurut (Suandy, 2008) memaparkan 

beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, 

antara lain :  

- Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, 

semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk 

melakukan pelanggaran  



- Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar 

kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran  

- Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka 

semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran dan  

- Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar 

kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran. 

2. Koneksi Politik 

Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan 

perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan 

yang mempunyai hubungan dekat berati dimana ada anggota dewan atau salah satu pimpinan di 

perusahaan mempunyai hubungan yang sangat dengan kepemerintahan, koneksi politik 

merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan berkoneksi 

politik adalah perusahaan yang dengan cara–cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau 

mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik dipercaya 

sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan .Faccio (2006) menjelaskan 

bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang 

saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 25% dari total saham dengan hak 

suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) 

adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai 

politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh 

pemerintah pada perusahaan. 

3. Corporate Governance 

 Thomas (2006) menyebutkan bahwa good corporate governance merupakan sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah untuk semua 

stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, Pertama pentingnya hak pemegang saham 

untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, Kedua, kewajiban 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan 

terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Penerapan Corporate Governance pada perusahaan dapat mempengaruhi keputusan 

strategis perusahaan. Penerapan corporate governance yang terstruktur dengan baik akan 

membuat agent untuk mematuhi segala peraturan yang ada termasuk tidak melakukan tindakan 

yang agresif terhadap tindakan tax planning. Tindakan ini bertujuan agar kinerja agent dapat 

mengalami peningkatan.  Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang berisiko sehingga 

diperlukan kontrol yang baik agar tidak membawa kerugian bagi perusahaan. Buruknya control 

dari principal dapat membuat agent melakukan tindakan yang berisiko. Sari (2010) menemukan 

bahwa terdapat pengaruh negatif pada penerapan Corporate Governance terhadap agresifitas pajak 

perusahaan. Semakin baik penerapan Corporate Governance maka ketaatan perusahaan akan 

semakin meningkat yang digambarkan dengan nilai Effective tax rate yang tinggi 

H1 : Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Effective tax rate 

 



Koneksi politik yang dijalin oleh perusahaan akan membuat perusahaan memperoleh 

berbagai keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang memiliki koneksi politik 

yaitu mendapatkan pinjaman secara mudah. Pemeriksaan pajak yang rendah juga merupakan salah 

satu keuntungan perusahaan memiliki koneksi politik sehingga perusahaan tidak takut untuk 

melakukan perencaan pajak sehingga laporan keuangan perusahaan tidak transparansi. (Butje dan 

Tjondro, 2014) juga menemukan pengaruh positif antara koneksi politik dan penghindaran pajak 

perusahaan yang digambarkan dengan rendahnya nilai Effective tax rate   

H2: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap effective tax rate 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan pada penilitan ini adalah dengan metode kualitatif  yang 

diambil dari data BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan 13 perusahaan industry kontruksi bangunan 

(2016-2018) Variable dependen pada penelitian ini yaitu Corporate Governance dan Koneksi 

Politik sedangkan variable independentnya adalah Effective Tax rate (ETR). Penghindaran pajak 

merupakan usaha wajib pajak untuk mencari tahu cara yang berbeda untuk mengurangi atau 

menghilangkan kewajiban pajak tanpa melanggar hokum. Penghindaran pajak dihitung dengan 

Effective tax rate :  

ETR : 
𝑇𝑎𝑥 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑡𝑎𝑥 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
 

 

Pengukuran pada Corporate Governance menggunakan metode self-assesment 

berdasarkan kriteria kriteria dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dengan 

kriteria sebagai berikut :  

1. Hak pemegang saham (bobot 20%).  

Dalam hak-hak pemegang saham, antara lain kita dapat memberikan evaluasi, apakah perusahaan 

telah: 

 menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kurun waktu 6 bulan 

setelah akhir tahun buku, sesuai dengan pasal 65 ayat 2 UU Perusahaan Terbatas; 

 menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan mengenai Rapat Tahunan  Pemegang 

Saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS diselenggarakan; 

 mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan memanfaatkan hak suara 

mereka; 

 memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemegang saham untuk menyampaikan 

pertanyaan di RUPS; dll. 

2. Kebijakan GCG (bobot 15%).  

Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri apakah perusahaan telah: 

 memiliki aturan tertulis tentang GCG di mana  dijelaskan hak-hak pemegang saham, tugas 

dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris; 



 menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor 

publik; 

 membentuk sebuah organ yang bertanggung jawab (misalnya Dewan Komisaris) untuk 

memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan; 

 memiliki aturan perilaku / etika bagi karyawan secara tertulis; 

 menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan perilaku / etika tersebut; dll. 

3. Praktik GCG (bobot 30%).  

Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah di dalam perusahaan: 

 Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur dengan Dewan Komisaris; 

 ada rencana strategis dan rencana operasional yang memberi petunjuk kepada Dewan 

Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka; 

 Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan pelatihan atau mempunyai latar 

belakang yang tepat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka; 

 anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak terlibat konflik kepentingan; 

 ada sistem penilaian kinerja Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris; dll. 

4. Pengungkapan (bobot 20%). 

Dalam seksi ini kita dapat  menilai apakah perusahaan telah: 

 menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan analis keuangan; 

 memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha; 

 mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan benar; 

 mengungkap transaksi pihak terkait; 

 menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis melalui internet; dll. 

5. Audit (bobot 15%) .  

Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah: 

 memiliki audit internal yang efektif, 

 diaudit oleh akuntan publik yang independen, 

 memiliki komite audit yang efektif, 

 mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal dan komite 

audit, dll. 

Skor akhir diperoleh dari penjumlahan nilai dari setiap tahapan yang telah dilakukan. Tingkatan 

skor dibagi kedalam 3 kelompok yaitu sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya. Skor 

yang masuk kriteria sangat terpercaya yaitu 85-100, untuk kriteria terpercaya yaitu 70-84,99 dan 

terakhir kriteria cukup terpercaya dengan skor sebesar 55-69,99. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan dari web BEI. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. 



 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel 1. 

Hasil Analisis statistic deskriptif 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

CG 39 78.93 90.75 84.0926 3.21247 

Koneksi_Politi

k 
39 .00 1.00 .3077 .46757 

ETR 39 .006122 .485625 .11665930 .134064939 

Valid N 

(listwise) 
39     

 

Analisis statistik deskriptif memberikan hasil yaitu nilai rata-rata ETR sebesar 0.11665930. 

nilai maksimum yaitu 0.485625 diperoleh oleh PT Adhi Karya pada tahun 2016. Nilai minimun 

sebesar 0.006122 diperoleh oleh PT Nusa Raya Cipta pada tahun 2016. Variable corporate 

governance menunjukkan nilai rata-rata sebesar 84.0926. nilai maksimum diperoleh oleh PT 

Cahaya Sakti Investindo Sukses berturut turut pada tahun 2018 dan 2017. Nilai terendah diperoleh 

oleh PT Adhi Karya pada tahun 2016. Nilai rata rata koneksi politik sebesar 0.3077. 

Variabel dikatakan lolos multikolinieritas jika tolerance > 0,01 dan VIF < 10. Seluruh variabel 

memenuhi kriteria tersebut maka model lolos dari multikolinieritas. 

 

Tabel 2. 

Hasil uji asumsi klasik 
 

Parameter yang 

diuji 

Uji Normalitas  Uji Multikolinearitas 
Uji 

Heteroskedastisitas Uji autokorelasi 

Asymp.Sig. (2-

tailed) 
Tolerance VIF sig. DW 

1 (Constant) 

.000 

    .237 

1.382 Koneksi_Politik .930 1.075 .108 

CG .930 1.075 .302 

a. Dependent Variable: ETR 

Kriteria untuk lolos heteroskedastisitas jika variabel harus memiliki sig. > 0,05. Dilihat 

dari tabel 2 maka pada seluruh variabel tidak ada gejala heteroskeastisitas. Berdasarkan Tabel 4 

dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,382 yang berada di antara -2 dan 2 maka ini berarti 

tidak terjadi gejala autokorelasi. 



 

Tabel 3 

Hasil Regresi Linear Berganda
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .577 .584   .988 .330 

CG -.006 .007 -.137 -.843 .405 

Koneksi_Politik .083 .047 .284 1.749 .089 

  R Square .120      

  F Hitung 2.447      

  Sig. F         .101 

 

Tabel 3. Menunjukkan hasil regresi linier berganda yang diperoleh pada penelitian ini. 

Berdasarkan hasil tersebut persamaan regresi disusun sebagai berikut.  

Y= 0,577 - 0,006X1 + 0,083X2 + Ɛ   

Keterangan:  

Y = ETR  

α = Konstanta  

β = Koefisien regresi  

ɛ = Standar error  

X1 = Corporate governance  

X2 = Koneksi politik  

Hasil pengujian hipotesis memperoleh hasil bahwa hipotesis pertama diterima yang berarti 

Corporate Governance berpengaruh positif terhadap ETR. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin 

baik perusahaan menerapkan Corporate Governance maka ETR akan naik sehingga dapat 

disimpulkan penghindaran pajak rendah. Tata kelola perusahaan yang baik dapat terhindar dari 

adanya prilaku yang buruk dari para agent. Dan memaksa para agent untuk dapat tunduk dan patuh 

terhadap peraturan yang ada. Corporate Governance memegang peranan penting dalam 

melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh manajemen. Apabila 

sistem pengawasan telah terstruktur dengan baik, maka manajemen akan bekerja sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan tanpa adanya sikap mementingkan kepentingan pribadi para agent. Hal ini 

akan menurunkan kemungkinan munculnya masalah keagenan yang merugikan dan dapat menjaga 

Going Concern perusahaan.  

Pada pengujian hipotesis kedua bahwa nilai sig. variable koneksi politik > a = 0.05. artinya 

bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap ETR. Kadang kala perusahaan dengan adanya 



koneksi politik tidak selalu dimanfaatkan koneksi tersebut dengan memanfaatkan keuntungan 

pribadi. Dengan tidak adanya pengaruh terhadap ETR perusahaan lebih mengedepankan citra 

ataupun reputasinya tersebut untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuannya. 

Perusahaan yang patuh seringkali mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai wajib pajak 

penuh. Hal ini juga akan mendorong perusahaan akan terus selalu mengikuti berbagai peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya kedekatan dengan politik memang banyak 

memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut bisa dipergunakan secara baik ataupun 

buruk. Namun juga perusahaan harus lebih memikirkan jangka Panjang terkait keputusan yang 

akan diambil dalam mengambil manfaat tersebut. Buruknya citra perusahaan akan berdampak 

Panjang sehingga akan hilangnya kepercayaan masyarakat dan akan menyebabkan kerugian. 

Masyarakat manruh perhatian seris terhadap citra perusahaan sebelum memutuskan untuk 

berinvestasi maupun menggunakan produk yang dikeluarkan perusahaan. 

DISKUSI  

Penelitian ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara Corporate Governance 

dan Koneksi politik terhadap aktivitas penghindaran pajak. Semakin baik menerapkan Corporate 

Governance maka akan menurunkan aktivitas tindakan penghidaran pajak. Tetapi hasil negatif 

diraih dengan hubungan antara koneksi politik dengan aktivitas penghindaran pajak. Penerapan 

Corporate Governance memang menjadi salah satu “obat” dalam pembenahan perusahaan untuk 

menjadi perusahaan yang lebih baik. Memang, untuk menentukan apakah suatu perusahaan telah 

menerapkan corporate governance ini belum ada alat yang valid untuk menilai perusahaan apakah 

telah menjalankan Corporate Governance dengan baik. Penilaian Corporate Governance pada 

penelitian ini menggunakan self-assessment. Dimana peneliti menilai suatu entitas dengan kriteria-

kriteria berdasarkan Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). Dengan adanya koneksi 

politik bukan berati bahwa perusahaan tersebut mendapatkan keringanan dalam membayar 

perpajakan. Dengan adanya koneksi politik justru perusahaan menjadi tolak ukur bagi perusahaan 

perusahaan lain dalam pembayaran perpajakan. Karena dengan adanya pembayaran pajak sesuai 

dengan ketentuan, perusahaan akan mendapatkan reward dan menaikkan reputasi perusahaan. 

Masyarakat menaruh perhatian serius terhadap citra perusahaan sebelum memutuskan berinvestasi 

maupun menggunakan produk yang dikeluarkan perusahaan. Jadi dengan adanya koneksi politik 

justru perusahaan mendapatkan tanggung jawab lebih dari pemerintah dan lebih berhati-hati dalam 

mengambil kebijakan atau keputusan apapun agar tetap mendapatkan penghargaan dari 

pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : (1) Corporate 

Governance berpengaruh positif terhadap ETR. Semakin baik perusahaan menerapkan Corporate 

Governance akan menurunkan tingkat penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan ETR yang 

tinggi. (2) koneksi politik tidak berpengaruh terhadap ETR. Artinya bahwa perusahaan yang 

dimiliki sahamnya oleh pemerintah akan senantiasa terus patuh dan tunduk terhadap pembayaran 

pajak yang akan menaikkan citra ataupun reputasi bagi perusahaan tersebut.  

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dan simpulan, saran dari peneliti kepada pihak 

yang memiliki kepentingan adalah (1) perusahaan harus lebih memperhitungkan resiko akan 

dampak jangka Panjang yang terjadi terkait dengan setiap keputusan yang diambil. Perusahaan 

juga harus menerapkan tata kelola secara optimal agar tindakan yang dapat merugikan dapat 

diminimalisir. Peran CG sangat penting bagi perusahaan sebagai alat monitoring perusahaan. (2) 



fiskus agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan 

perpajakan. (3) pada penilitian ini hasil R2 yang diperoleh tergolong rendah yaitu .120 (12 %) 

sisanya 88 % karena pengaruh variable lain. Peneliti selanjutnya diharapkan memakai variabel 

yang lebih relevan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak . 
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